
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

Mengingat 

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 39 Ayat (3) 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Standardisasi Biaya, Honorarium dan Biaya Pemeliharaan 
serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah 
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011. 

Menimbang 

BUPATI REMBANG, 

STANDARDISASI BIAVA KEGIATAN, HONORARIUM, DAN BIAVA PEMELIHARAAN 
SERTA HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN 

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2011 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI REMBANG 

NOMOR t." TAHUN 2010 

BUPATI REMBANG 



13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2007 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 72); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 
12. Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Rembang Nomor 
61 ); 

11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 201 O tentang Pedoman 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Ba rang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

7. Peraturan Pemeritah Nomor 21 Tahun 2004 tentang 
Penyusunan Rencana Keria dan Anggaran Kementerian 
Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4406); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 



PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG STANDARDISASI 
BIAVA KEGIATAN, HONORARIUM, DAN BIAVA PEMELIHARAAN 
SERTA HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN 
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG DAN TAHUN 
ANGGARAN 2011. 

MEMUTUSKAN: 

lnstruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas 
ke Luar Negeri. 

22. Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2010 
tentang Standardisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya 
Pemeliharaan, dan Standardisasi Harga Pengadaan 
Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2011. 

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/201 O tentang 
Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2011; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 201 O tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2011; 

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang 
Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, 
Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
07/PMK.05/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan 
Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai 
Negeri dan Pegawai Tidak T etap; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2007 tentang 
Pemberian Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil; 

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.05/2007 tentang 
Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur bagi Pegawai 
Negeri Sipil; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 
Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daearah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai 
di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah 
can Pirnpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

Menetapkan 

Memperhatikan 



(4) Patokan biaya satuan penyelenggaraan kegiatan dapat 
berpedoman pada ketentuan harga/tarif yang ditetapkan oleh 
Pemerintah atau Kementerian Negara/Lembaga. 

(3) Patokan harga satuan untuk obat-obatan non generik dan alat 
alat kesehatan pakai habis berdasar pada standar Harga Netto 
Apotik (HNA), sedangkan obat-obatan generik dan alat-alat 
kesehatan inventaris berpedoman pada standar harga yang 
ditetapkan oleh Menteri Kesehatan/Pabrikan/Distributor. 

(2) Patokan harga satuan untuk buku-buku perpustakaan, ditetapkan 
berdasar pada harga yang dikeluarkan oleh Penerbit resmi. 

(1) Patokan harga satuan untuk kendaraan perorangan dinas dan 
kendaraan dinas operasional beserta suku cadangnya, 
ditetapkan berdasar pada harga yang dikeluarkan oleh Agen 
Tunggal Pemegang Merek (ATPM)/Main Dealer/Distributor/ 
Dealer/Sub Dealer maupun Toko resmi. 

Pasal4 

Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa 
berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah (DKPBMD) dan/atau Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah 
(DKBMD) maupun standar satuan biaya dan harga yang berlaku 
pada saat kegiatan/pekerjaan dilaksanakan dan tidak melampaui 
batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, serta dapat 
dilakukan negosiasi kembali secara profesional, transparan dan 
akuntabel dengan menganut prinsip-prinsip tata kelola keuangan 
daerah untuk tercapainya persaingan usaha yang sehat, efisiensi 
anggaran seta efektivitas kegiatan. 

Pasal 3 

Standardisasi Biaya dan Standardisasi Harga sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1, berfungsi sebagai pedoman bagi Satuan 
Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemeritah 
Kabupaten Rembang untuk menyusun biaya komponen masukan 
kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja 
Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Rembang berbasis kinerja Tahun Anggaran 2011 serta dalam rangka 
pelaksanaan kegiatan dapat berfungsi sebagai batas tertinggi sudah 
termasuk pajak yang berlaku atau estimasi. 

Pasal 2 

Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, dan Biaya Pemeliharaan 
serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah 
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011 yang disebut Standar 
Biaya dan Harga Tahun 2011, sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal 1 



SERITA DAERAH KASUPATEN REMBANG TAHUN 2010 NOMOR 20 

HAMZAH FATONI 

·' 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN REMBANG 

Diundangkan di Rembang 
pada tanggal 30 September 201 O 

H. MOCH. SALIM 

B U P AT I R E M B A N G, v· 
Ditetapkan di Rembang 
pada tanggal ,30 September 201 O 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Supati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Kabupaten Rembang. 

Peraturan Supati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 7 

(2) Standar Biaya dan Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
1, dapat ditinjau ulang setiap 6 (enam) bulan. 

(1) Setiap perubahan/penyesuaian dari yang tertuang dalam 
Standar Biaya dan Harga Tahun 2011 yang telah ditetapkan 
dapat dilakukan atas seizin/persetujuan Supati setelah 
memperoleh rekomendasi Tim Standardisasi, yang 
permohonannya diajukan kepada Supati cq. Kepala Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Rembang. 

Pasal 6 

Pasal5 
Dalam hal satuan biaya dan harga yang dibutuhkan tidak tercantum 
dalam standar biaya dan harga sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2, atau yang berakibat penambahan jenis dan/atau satuan 
biaya dan harga barang/jasa akan dilakukan perubahan/ 
penyesuaian tersebut dalam Suplemen; 


